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Abstrak: Artikel ini mengkaji pentingnya etika profesi guru dalam dunia pendidikan melalui studi literatur kualitatif yang terstruktur. Kajian mengintegrasikan landasan hukum dan kerangka profesional di Indonesia dengan hasil penelitian internasional mutakhir yang sebagian besar terbit pada 2021-2026. Analisis difokuskan pada landasan etika, tanggung jawab guru, dilema etis, etika digital dan kecerdasan artifisial, keadilan penilaian, lingkungan belajar aman, serta implikasinya bagi guru Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi bukan sekadar kumpulan aturan formal, melainkan kerangka praktis untuk mengambil keputusan pedagogik secara bertanggung jawab. Perilaku etis memperkuat kepercayaan masyarakat, melindungi martabat dan keselamatan peserta didik, mendukung penilaian yang adil dan transparan, membangun relasi pendidikan yang inklusif, serta menjaga kehormatan profesi guru. Tantangan kontemporer meliputi kaburnya batas profesional dalam komunikasi digital, pelindungan privasi dan data, bias algoritmik, integritas akademik, diskriminasi, konflik kepentingan, dan ketidakkonsistenan penanganan pelanggaran. Dalam pendidikan jasmani, etika sangat penting karena guru mengelola keselamatan fisik, keberagaman tubuh, penilaian kinerja, kompetisi, dan interaksi langsung yang intensif. Penguatan etika profesi perlu dilakukan melalui kode etik, pelatihan berbasis kasus, refleksi praktik, supervisi kolegial, kepemimpinan sekolah yang mendukung, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Kata Kunci: Etika Profesi Guru, Kode Etik Guru, Profesionalisme, Etika Pendidikan, Etika Digital, Pendidikan Jasmani.

Abstract: This article examines the importance of teachers' professional ethics in education through a structured qualitative literature review. The review integrates Indonesian legal and professional frameworks with recent international studies published mainly between 2021 and 2026. The analysis focuses on ethical foundations, teacher responsibilities, ethical dilemmas, digital and artificial intelligence ethics, fair assessment, safe learning environments, and the specific implications for physical education teachers. The findings show that professional ethics is not merely a set of formal rules, but a practical framework for making responsible pedagogical decisions. Ethical conduct strengthens public trust, protects students' dignity and safety, supports fair and transparent assessment, promotes inclusive teacher-student relationships, and maintains the integrity of the teaching profession. Contemporary challenges include blurred professional boundaries in digital communication, privacy and data protection, algorithmic bias, academic integrity, discrimination, conflicts of interest, and inconsistent responses to misconduct. In physical education, ethical practice is particularly important because teachers manage physical safety, body diversity, performance assessment, competition, and intensive interpersonal interaction. The study concludes that professional ethics should be developed through codes of ethics, case-based training, reflective practice, collegial supervision, supportive school leadership, and clear accountability mechanisms.
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PENDAHULUAN
​Guru merupakan profesi yang bekerja langsung dengan manusia, nilai, pengetahuan, dan masa depan peserta didik. Setiap keputusan guru, mulai dari memilih strategi pembelajaran, memberikan umpan balik, menilai hasil belajar, menangani konflik, sampai menggunakan teknologi, selalu mengandung dimensi etis. Oleh sebab itu, kualitas guru tidak cukup dinilai dari penguasaan materi dan keterampilan mengajar, tetapi juga dari integritas, keadilan, kepedulian, tanggung jawab, serta kemampuannya menjaga martabat peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kedudukan tersebut menjadikan guru pemegang amanah publik yang harus menjalankan profesinya berdasarkan prinsip profesionalitas dan kode etik.
Dalam konteks Indonesia, etika profesi berkaitan erat dengan empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 menegaskan bahwa kompetensi kepribadian mencakup pengelolaan diri, refleksi, tanggung jawab sesuai kode etik, dan orientasi pada kepentingan peserta didik. Artinya, etika bukan bagian tambahan di luar kompetensi, melainkan unsur yang menyatukan cara guru menggunakan pengetahuan, kewenangan, dan keterampilannya. Guru dapat menguasai materi dengan baik, tetapi tanpa keadilan, keteladanan, dan penghormatan terhadap peserta didik, praktik pengajarannya tetap berisiko merugikan proses pendidikan.
Perubahan pendidikan memperluas ruang munculnya persoalan etis. Interaksi guru dan peserta didik tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi berlangsung melalui grup percakapan, platform belajar, media sosial, sistem analitik, dan aplikasi kecerdasan artifisial. Guru harus mempertimbangkan privasi data, keamanan digital, hak cipta, transparansi penggunaan AI, kemungkinan bias, serta batas komunikasi profesional. UNESCO (2023) menekankan perlunya pendekatan yang berpusat pada manusia, aman, adil, sesuai usia, dan melindungi data dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Pedoman Komisi Eropa (2022) juga menempatkan kendali manusia, keadilan, transparansi, privasi, dan kesejahteraan sebagai pertimbangan penting bagi pendidik yang menggunakan AI dan data.
Etika profesi juga menjadi dasar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital sebagai unsur budaya sekolah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perilaku etis guru tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari kemampuannya menjaga keselamatan, mencegah kekerasan, menghargai keragaman, serta membangun relasi yang sehat. Dalam konteks tersebut, guru berperan sebagai teladan sekaligus penjaga standar interaksi di sekolah.
Kajian tentang etika guru tetap penting karena keputusan profesional sering menghadapkan guru pada nilai yang saling bersaing. Wang, Liu, dan Liu (2022) menemukan bahwa calon guru dapat menghadapi dilema antara kurikulum formal dan budaya praktik, kepentingan keluarga dan standar pendidikan, loyalitas kepada rekan dan aturan sekolah, serta kerahasiaan dan kewajiban pelaporan. Dilema tersebut tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menghafal aturan. Guru membutuhkan penalaran etis, refleksi, kemampuan berdialog, dan dukungan kelembagaan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, pemahaman etika profesi memiliki relevansi khusus. Pembelajaran pendidikan jasmani melibatkan aktivitas fisik, risiko cedera, penilaian kemampuan tubuh, penggunaan fasilitas, kompetisi, sentuhan korektif, pakaian olahraga, serta keragaman kondisi fisik peserta didik. Kesalahan etis dapat muncul dalam bentuk pembiaran risiko, penghinaan terhadap bentuk tubuh, pemberian nilai yang bias, hukuman fisik, perlakuan diskriminatif, atau kedekatan yang melampaui batas profesional. Oleh karena itu, calon guru PJKR perlu memahami bahwa kompetensi teknis harus selalu dilaksanakan bersama prinsip keselamatan, keadilan, inklusi, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep dan landasan etika profesi guru dalam dunia pendidikan?
2. Mengapa etika profesi penting bagi kualitas pembelajaran, perlindungan peserta didik, dan kehormatan profesi guru?
3. Apa saja dilema serta tantangan etis guru dalam pembelajaran, penilaian, komunikasi digital, dan penggunaan kecerdasan artifisial?
4. Bagaimana penerapan dan penguatan etika profesi guru, khususnya dalam konteks Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi?
Tujuan Penelitian
1. Menganalisis konsep, landasan, dan prinsip utama etika profesi guru.
2. Menjelaskan pentingnya etika profesi bagi mutu pembelajaran, relasi pendidikan, keselamatan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat.
3. Mengidentifikasi dilema dan tantangan etis yang dihadapi guru pada lingkungan pendidikan konvensional maupun digital.
4. Merumuskan strategi penguatan etika profesi serta implikasinya bagi calon dan guru PJKR.
Manfaat Penelitian
Secara teoretis, artikel ini memperkaya pemahaman mengenai profesi guru sebagai praktik moral dan profesional yang memerlukan perpaduan antara kompetensi, nilai, dan pertimbangan etis. Kajian ini juga menghubungkan etika klasik profesi guru dengan isu kontemporer seperti keamanan digital, kecerdasan artifisial, privasi data, dan keadilan algoritmik.
Secara praktis, artikel ini dapat digunakan oleh mahasiswa kependidikan, guru, kepala sekolah, dan organisasi profesi sebagai bahan refleksi untuk mengenali risiko etis dalam pembelajaran serta menyusun tindakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik. Bagi mahasiswa PJKR, kajian ini menyediakan acuan untuk menjaga keselamatan, keadilan penilaian, batas profesional, dan inklusivitas dalam pembelajaran aktivitas fisik.
Secara kebijakan, hasil kajian dapat menjadi dasar untuk memperkuat pendidikan etika dalam program pendidikan guru, pengembangan profesional berkelanjutan, supervisi akademik, dan sistem penanganan pelanggaran yang adil. Organisasi profesi guru juga dapat memanfaatkan kajian ini untuk mengembangkan pedoman kasus, layanan konsultasi etik, dan pembinaan anggota.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif terstruktur. Metode tersebut dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis, membandingkan, dan mensintesis konsep serta temuan yang berkaitan dengan etika profesi guru. Sumber penelitian meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia, dokumen organisasi profesi, pedoman lembaga internasional, buku akademik, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Literatur utama diprioritaskan pada publikasi 2021-2026, sedangkan beberapa sumber yang lebih lama digunakan secara terbatas sebagai landasan konseptual atau untuk menjelaskan kekhasan etika guru pendidikan jasmani.
Penelusuran sumber dilakukan dengan kata kunci teacher professional ethics, educator code of ethics, ethical dilemmas in teaching, teacher-student relationship, assessment fairness, digital ethics for teachers, AI ethics in education, teacher professional competence, physical education teacher ethics, dan kode etik guru Indonesia. Sumber dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan topik, kejelasan identitas penerbit, kualitas akademik, keterbaruan, ketersediaan DOI atau dokumen resmi, serta kontribusinya terhadap konteks pendidikan Indonesia.
Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, sumber dibaca untuk mengidentifikasi definisi, prinsip, bentuk tanggung jawab, dilema, serta strategi penguatan etika. Kedua, informasi diberi kode dan dikelompokkan ke dalam tema landasan etika, hubungan guru-peserta didik, keadilan, keselamatan, profesionalisme, etika digital, dan konteks PJKR. Ketiga, temuan dari peraturan dan penelitian dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan implikasi praktis. Keempat, hasil sintesis disusun menjadi kerangka penerapan etika profesi guru yang menekankan kepentingan terbaik peserta didik, akuntabilitas profesional, dan refleksi berkelanjutan.
Tabel 1. Kriteria Literatur yang Digunakan dalam Kajian
	Aspek
	Kriteria

	Jenis sumber
	Peraturan resmi, pedoman profesi, publikasi lembaga internasional, buku akademik, dan artikel jurnal yang relevan.

	Rentang waktu
	Utamanya 2021-2026; sumber lebih lama dipakai secara terbatas untuk teori dasar dan konteks khusus PJKR.

	Kriteria inklusi
	Membahas etika guru, kode etik, dilema profesional, keadilan penilaian, keselamatan, etika digital/AI, atau etika pendidikan jasmani.

	Kriteria eksklusi
	Sumber tanpa identitas jelas, opini populer tanpa dasar akademik, duplikasi, dan tulisan yang tidak berhubungan langsung dengan profesi guru.

	Teknik analisis
	Analisis tematik, perbandingan regulasi dan penelitian, serta sintesis implikasi bagi praktik pendidikan.


.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep dan Landasan Etika Profesi Guru
Etika profesi guru adalah seperangkat nilai, prinsip, norma, dan cara penalaran yang membimbing guru dalam menjalankan kewenangan profesional secara benar. Etika berbeda dari sekadar sopan santun karena berkaitan dengan tanggung jawab terhadap akibat keputusan. Etika juga tidak identik dengan hukum. Hukum menetapkan batas minimal yang wajib dipatuhi dan dapat disertai sanksi formal, sedangkan etika menuntut guru mempertimbangkan apa yang baik, adil, aman, dan mendidik, termasuk ketika tidak ada aturan rinci yang mengatur suatu situasi.
Tirri dan Kuusisto (2022) menjelaskan bahwa pengajaran merupakan profesi etis karena guru terus-menerus membuat keputusan yang memengaruhi perkembangan peserta didik. Guru memilih siapa yang diberi kesempatan bicara, bagaimana kesalahan ditanggapi, standar apa yang digunakan dalam penilaian, dan bagaimana perbedaan individu diperlakukan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengajaran tidak pernah sepenuhnya netral. Bahkan tindakan yang tampak teknis, seperti menentukan kelompok belajar atau memilih aplikasi, dapat menghasilkan dampak yang berbeda bagi peserta didik.
Dalam perspektif profesi, kode etik berfungsi sebagai standar bersama, sumber identitas, pedoman pencegahan, dan dasar akuntabilitas. Model Code of Ethics for Educators edisi kedua yang diterbitkan NASDTEC (2024) mengorganisasikan etika pendidik ke dalam tanggung jawab terhadap profesi, kompetensi profesional, peserta didik, komunitas sekolah, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Kerangka tersebut sejalan dengan konteks Indonesia yang menempatkan guru sebagai anggota organisasi profesi dan mewajibkan pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67 Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya organisasi profesi guru sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan profesi.
Landasan etika guru dapat dilihat melalui beberapa pendekatan. Pendekatan kewajiban menekankan kepatuhan terhadap hak peserta didik, aturan profesi, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan akibat meminta guru mempertimbangkan manfaat serta potensi kerugian dari keputusan. Pendekatan kebajikan menekankan karakter seperti jujur, adil, sabar, rendah hati, berani, dan bijaksana. Pendekatan kepedulian menempatkan relasi, empati, kebutuhan konkret peserta didik, dan tanggung jawab menjaga kesejahteraan sebagai pusat tindakan. Dalam praktik, guru membutuhkan perpaduan pendekatan tersebut karena satu kerangka saja tidak selalu cukup menjawab dilema yang kompleks.
Etika profesi juga perlu dipahami sebagai kompetensi yang berkembang. Decker, Wolfe, dan Belcher (2022) menunjukkan bahwa pendidikan etika dalam program penyiapan guru masih kurang mendapat perhatian dan banyak literatur bersifat konseptual, bukan empiris. Temuan ini menguatkan perlunya pembelajaran etika yang tidak hanya berupa hafalan kode, tetapi juga latihan analisis kasus, refleksi, diskusi kolegial, dan pengalaman praktikum yang disertai supervisi. Guru yang memiliki sensitivitas etis mampu lebih cepat mengenali bahwa suatu situasi mengandung risiko ketidakadilan, pelanggaran privasi, konflik kepentingan, atau bahaya bagi peserta didik.
B. Prinsip-Prinsip Utama Etika Profesi Guru
1. Integritas dan Keteladanan
Integritas berarti kesesuaian antara nilai, ucapan, keputusan, dan tindakan. Guru berintegritas tidak memanipulasi nilai, tidak menyalahgunakan posisi, tidak mengambil keuntungan pribadi dari peserta didik, dan bersedia mengakui kesalahan. Keteladanan penting karena peserta didik belajar bukan hanya dari materi, tetapi juga dari cara guru menyelesaikan konflik, menggunakan bahasa, menghargai waktu, mematuhi aturan, dan memperlakukan orang lain. Kompetensi kepribadian guru dalam Perdirjen GTK Nomor 2626 Tahun 2023 menempatkan akhlak mulia, kebijaksanaan, kewibawaan, refleksi, dan tanggung jawab sesuai kode etik sebagai perilaku profesional yang perlu dikembangkan.

2. Keadilan, Kesetaraan, dan Non-diskriminasi
Keadilan menuntut guru memberikan kesempatan belajar yang wajar, menerapkan kriteria secara konsisten, dan melakukan penyesuaian ketika kebutuhan peserta didik berbeda. Keadilan tidak selalu berarti memperlakukan semua orang secara identik. Peserta didik dengan kebutuhan khusus, kondisi kesehatan tertentu, hambatan akses, atau pengalaman belajar yang berbeda mungkin memerlukan dukungan yang berbeda agar dapat mencapai tujuan secara setara.
Dalam penilaian, Azizi (2022) membagi keadilan menjadi keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Keadilan distributif berhubungan dengan kesesuaian hasil, keadilan prosedural dengan transparansi serta konsistensi proses, dan keadilan interaksional dengan penghormatan serta kualitas komunikasi. Rezai dan kolega (2022) menunjukkan bahwa bias gender, etnis, dan status sosial ekonomi dapat mencemari penilaian. Karena itu, guru harus menggunakan indikator yang relevan, bukti yang cukup, rubrik yang jelas, serta kesempatan umpan balik dan keberatan yang wajar.
3. Kepedulian, Penghormatan Martabat, dan Keselamatan
Kepedulian etis bukan sikap memanjakan, melainkan kesediaan memahami kondisi peserta didik dan bertindak demi perkembangannya. Guru perlu menciptakan rasa aman untuk bertanya, mencoba, gagal, dan memperbaiki diri. Wang (2023) menemukan hubungan positif antara dukungan serta kepedulian guru dengan kesejahteraan peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan etis memiliki dampak nyata terhadap kondisi psikologis dan keterlibatan belajar.
Penghormatan terhadap martabat berarti guru tidak mempermalukan peserta didik, menggunakan kekerasan, memberi label negatif, atau menjadikan kondisi pribadi sebagai bahan candaan. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperluas gagasan sekolah aman dengan memasukkan pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Dengan demikian, tanggung jawab guru mencakup pencegahan tindakan yang merendahkan, diskriminatif, intoleran, mengancam, maupun menyebarkan data atau konten yang merugikan.
4. Kompetensi, Akuntabilitas, dan Refleksi
Guru memiliki kewajiban etis untuk bekerja sesuai kompetensi dan terus mengembangkan diri. Ketidakmampuan yang dibiarkan dapat menimbulkan kerugian bagi peserta didik, misalnya penggunaan metode yang tidak aman, penilaian tanpa dasar, pemberian informasi keliru, atau penggunaan teknologi tanpa memahami risikonya. Akuntabilitas berarti keputusan guru dapat dijelaskan berdasarkan tujuan pendidikan, bukti, aturan, dan pertimbangan kepentingan peserta didik.
Refleksi diperlukan karena keputusan etis jarang sempurna. Guru perlu mengevaluasi apa yang terjadi, siapa yang terdampak, apakah terdapat bias, dan apa yang harus diperbaiki. Nasir, Awaluddin, dan Ashar (2024) melaporkan bahwa pendidikan etika membantu guru menghadapi dilema kelas, memperkuat relasi guru-peserta didik, serta menangani isu disiplin, keberagaman, dan privasi digital. Namun, pelatihan perlu berlangsung konsisten dan didukung oleh pembelajaran sejawat.
5. Kerahasiaan dan Batas Profesional
Guru sering menerima informasi pribadi tentang kesehatan, keluarga, kesulitan belajar, konflik, atau pengalaman kekerasan. Informasi tersebut tidak boleh disebarkan tanpa alasan profesional yang sah. Kerahasiaan bukan berarti menyimpan semua informasi secara mutlak. Ketika terdapat risiko keselamatan, kekerasan, atau bahaya serius, guru memiliki kewajiban melapor melalui mekanisme yang tepat. Dilema antara menjaga kepercayaan peserta didik dan memenuhi kewajiban pelindungan perlu diselesaikan dengan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, pembatasan akses, dan dokumentasi.
Batas profesional mengatur kedekatan, komunikasi, pemberian hadiah, hubungan di media sosial, pertemuan di luar kegiatan pendidikan, serta penggunaan sentuhan. Guru harus menghindari relasi yang menimbulkan ketergantungan, favoritisme, konflik kepentingan, eksploitasi, atau kesan tidak pantas. Batas tersebut melindungi peserta didik sekaligus guru dari situasi yang mudah disalahartikan atau disalahgunakan.
6. Etika Digital dan Kecerdasan Artifisial
Etika digital menuntut guru menjaga privasi, keamanan akun, hak cipta, jejak digital, kesopanan komunikasi, dan pemisahan ruang pribadi dengan ruang profesional. Foto, video, hasil belajar, atau data kesehatan peserta didik tidak boleh dipublikasikan hanya karena mudah dilakukan secara teknis. Persetujuan, tujuan penggunaan, durasi penyimpanan, akses, dan potensi dampak harus dipertimbangkan.
Penggunaan AI menambah tanggung jawab baru. Guru perlu memeriksa akurasi keluaran, mengantisipasi bias, tidak memasukkan data sensitif, menjelaskan kapan AI digunakan, dan memastikan keputusan penting tetap berada di bawah kendali manusia. UNESCO (2023) menekankan validasi etis dan pedagogik, pelindungan privasi, serta penggunaan yang sesuai usia. Kajian sistematis Tan, Cheng, dan Ling (2025) menunjukkan bahwa kebutuhan integrasi AI meningkat lebih cepat daripada ketersediaan pengembangan profesional guru. Kondisi tersebut membuat literasi AI dan pelatihan etis menjadi bagian penting dari profesionalisme modern.
Tabel 2. Prinsip Etika Profesi Guru dan Indikator Perilaku
	Prinsip
	Indikator perilaku

	Integritas
	Jujur, konsisten, tidak memanipulasi nilai, menghindari konflik kepentingan, dan mengakui kesalahan.

	Keadilan
	Menggunakan kriteria transparan, mencegah bias, memberikan kesempatan yang setara, dan menyediakan penyesuaian yang wajar.

	Kepedulian
	Menghargai martabat, mendengar peserta didik, menjaga kesejahteraan, dan menghindari tindakan yang mempermalukan.

	Kompetensi
	Menguasai materi dan pedagogi, bekerja sesuai kewenangan, memperbarui pengetahuan, dan meminta bantuan ketika diperlukan.

	Kerahasiaan
	Membatasi akses informasi pribadi, menggunakan data sesuai tujuan, dan melapor secara tepat ketika ada risiko keselamatan.

	Akuntabilitas
	Mendokumentasikan keputusan penting, terbuka terhadap evaluasi, serta memperbaiki praktik melalui refleksi.

	Etika digital
	Melindungi data, menghormati hak cipta, menjaga batas komunikasi, memeriksa AI, dan mempertahankan kendali manusia.



C. Pentingnya Etika Profesi dalam Dunia Pendidikan
1. Menjaga Kepercayaan dan Legitimasi Kewenangan Guru
Guru memperoleh kewenangan untuk mengatur aktivitas kelas, memberikan nilai, menegakkan disiplin, dan mengambil keputusan yang memengaruhi masa depan peserta didik. Kewenangan tersebut diterima karena masyarakat mempercayai bahwa guru akan menggunakannya untuk tujuan pendidikan, bukan kepentingan pribadi. Ketika guru bertindak jujur, adil, dan konsisten, kewenangan dipandang sah. Sebaliknya, manipulasi nilai, favoritisme, penghinaan, atau penyalahgunaan kedekatan dapat merusak kepercayaan terhadap individu, sekolah, dan profesi secara luas.
Kode etik membantu mengubah kepercayaan yang bersifat umum menjadi komitmen yang dapat dinilai. Syafira, Agus, Setiawan, dan Takdirmin (2026) menekankan bahwa kode etik penting bagi martabat profesi dan perlindungan hukum, walaupun implementasinya menghadapi tantangan pada era digital. Etika dan perlindungan guru tidak seharusnya dipertentangkan. Standar yang jelas melindungi peserta didik dari penyalahgunaan sekaligus melindungi guru yang telah bertindak profesional berdasarkan prosedur dan bukti.
2. Membentuk Karakter melalui Keteladanan
Pendidikan karakter tidak efektif apabila nilai yang diajarkan bertentangan dengan perilaku guru. Peserta didik memperhatikan apakah guru menepati janji, bersedia meminta maaf, menghormati perbedaan, dan menggunakan kekuasaan secara wajar. Keteladanan memberi pengalaman nyata tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian moral, dan penghormatan. Karena itu, etika profesi memiliki fungsi kurikulum tersembunyi: perilaku guru membentuk norma kelas dan memengaruhi cara peserta didik memperlakukan orang lain.
3. Menciptakan Relasi Pembelajaran yang Aman dan Mendukung
Belajar memerlukan keberanian untuk mengakui ketidaktahuan, mencoba strategi baru, dan menerima koreksi. Peserta didik sulit melakukan hal tersebut jika takut dipermalukan atau diperlakukan tidak adil. Etika kepedulian, komunikasi yang santun, serta disiplin yang proporsional membangun rasa aman psikologis. Rasa aman tidak menghapus standar; justru memungkinkan guru menetapkan harapan tinggi tanpa merendahkan peserta didik.
Dalam situasi konflik, guru etis memisahkan perilaku dari identitas peserta didik. Pernyataan seperti “tindakan ini perlu diperbaiki” lebih mendidik daripada label seperti “kamu malas” atau “kamu tidak berbakat”. Guru juga perlu menyediakan kesempatan menjelaskan, memperbaiki kerugian, dan memulihkan hubungan. Pendekatan tersebut mendukung budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan berkeadaban.
4. Menjamin Keadilan dan Validitas Penilaian
Nilai merupakan keputusan profesional yang dapat memengaruhi motivasi, kenaikan kelas, seleksi, dan pandangan peserta didik terhadap dirinya. Oleh sebab itu, penilaian memiliki bobot etis yang tinggi. Guru perlu memastikan bahwa nilai benar-benar merepresentasikan kompetensi yang diukur, bukan kedekatan, kepatuhan pribadi, latar sosial, jenis kelamin, kondisi tubuh, atau perilaku yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran.
Keadilan penilaian memerlukan kriteria yang disampaikan sebelumnya, metode yang sesuai tujuan, bukti yang cukup, kesempatan umpan balik, dan prosedur koreksi. Dalam pembelajaran digital, guru juga harus mempertimbangkan perbedaan perangkat, koneksi, ruang belajar, dan literasi teknologi. Transparansi tidak berarti semua keputusan harus dinegosiasikan, tetapi peserta didik berhak memahami dasar penilaian serta cara memperbaiki pencapaian.
5. Melindungi Peserta Didik dari Kekerasan, Diskriminasi, dan Eksploitasi
Posisi guru yang kuat dapat digunakan untuk melindungi atau sebaliknya merugikan peserta didik. Etika profesi menetapkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang merendahkan tidak dapat dibenarkan sebagai metode pendidikan. Guru juga berkewajiban bertindak ketika menyaksikan pelanggaran, bukan hanya menghindari menjadi pelaku. Keberanian melapor, menjaga bukti, melindungi korban, dan tidak melakukan pembalasan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional.
6. Menjaga Mutu dan Keberlanjutan Profesionalisme
Etika mendorong guru untuk terus belajar karena keputusan yang baik membutuhkan pengetahuan yang memadai. Guru yang menolak memperbarui kompetensi berisiko menggunakan praktik yang tidak efektif atau tidak aman. Sebaliknya, guru yang reflektif bersedia meninjau bukti, menerima masukan, dan mengubah strategi. Dengan demikian, etika menjadi penggerak pengembangan profesional, bukan hanya alat menghukum pelanggaran.
Organisasi profesi, sekolah, dan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan kondisi yang memungkinkan perilaku etis. Beban kerja yang tidak proporsional, aturan yang kabur, budaya menutup-nutupi, atau ketiadaan saluran konsultasi dapat meningkatkan risiko keputusan yang buruk. Etika harus dipandang sebagai tanggung jawab individu sekaligus sistem. Guru tetap bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi lembaga wajib menyediakan kebijakan, pelatihan, dukungan, dan prosedur yang adil.
D. Tanggung Jawab Etis Guru terhadap Pemangku Kepentingan
Tanggung jawab guru tidak berhenti pada hubungan dengan peserta didik. Guru bekerja di dalam jaringan relasi yang melibatkan orang tua, rekan kerja, kepala sekolah, organisasi profesi, masyarakat, dan negara. Keputusan yang etis perlu mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak tanpa kehilangan orientasi utama pada kepentingan pendidikan peserta didik.
Tabel 3. Tanggung Jawab Etis Guru terhadap Pemangku Kepentingan
	Pihak
	Tanggung jawab utama
	Contoh praktik

	Peserta didik
	Menjaga martabat, keselamatan, keadilan, privasi, dan perkembangan menyeluruh.
	Memberi umpan balik santun, mencegah kekerasan, menggunakan rubrik, dan melindungi data.

	Orang tua/wali
	Berkomunikasi jujur, relevan, dan menghormati batas kewenangan.
	Menyampaikan perkembangan berdasarkan bukti dan tidak membocorkan data peserta didik lain.

	Rekan kerja
	Kolaboratif, menghormati kompetensi, dan tidak menutupi pelanggaran serius.
	Berdiskusi secara profesional, memberi masukan, dan menggunakan prosedur pelaporan.

	Sekolah
	Mematuhi kebijakan yang sah, menjaga aset, dan berkontribusi pada budaya aman.
	Melaksanakan prosedur keselamatan, dokumentasi, serta evaluasi program.

	Profesi dan masyarakat
	Menjaga kehormatan profesi, mematuhi kode etik, dan menggunakan kewenangan untuk kepentingan publik.
	Mengembangkan kompetensi, menghindari promosi menyesatkan, dan aktif dalam organisasi profesi.



Dalam hubungan dengan orang tua, guru dapat menghadapi tuntutan agar nilai dinaikkan, pelanggaran tidak dilaporkan, atau peserta didik diperlakukan secara istimewa. Guru perlu mendengar kepentingan keluarga, tetapi keputusan harus tetap berdasarkan standar pendidikan dan hak seluruh peserta didik. Wang, Liu, dan Liu (2022) menunjukkan bahwa konflik antara agenda keluarga dan standar pendidikan merupakan salah satu dilema yang dialami calon guru. Dukungan kepala sekolah dan prosedur komunikasi yang jelas dapat membantu guru mempertahankan keputusan profesional tanpa memperburuk hubungan.
Dalam hubungan dengan rekan kerja, solidaritas tidak boleh berubah menjadi upaya menutupi tindakan yang membahayakan peserta didik. Loyalitas profesional berarti membantu rekan memperbaiki praktik, tetapi pelanggaran serius harus dilaporkan sesuai prosedur. Sebaliknya, pelaporan tidak boleh digunakan untuk persaingan pribadi atau fitnah. Prinsip keadilan menuntut pemeriksaan berbasis bukti, pelindungan terhadap pihak yang melapor dengan itikad baik, hak untuk memberi penjelasan, dan tindak lanjut yang proporsional.
E. Dilema dan Tantangan Etis Guru di Era Kontemporer
1. Disiplin antara Ketegasan dan Penghormatan
Guru perlu menjaga ketertiban, tetapi cara yang digunakan harus mendidik dan proporsional. Hukuman yang mempermalukan, mengancam, menyakiti, atau tidak berhubungan dengan perilaku dapat merusak martabat peserta didik. Pendekatan etis menuntut kejelasan aturan, konsistensi, kesempatan menjelaskan, konsekuensi yang relevan, dan proses pemulihan. Tujuan disiplin adalah membangun tanggung jawab, bukan melampiaskan emosi atau menunjukkan kekuasaan.
2. Kerahasiaan versus Kewajiban Melindungi
Ketika peserta didik menceritakan masalah pribadi, guru harus menghargai kepercayaan tersebut. Namun, jika informasi menunjukkan risiko kekerasan, keselamatan, atau bahaya serius, guru tidak boleh berjanji merahasiakan secara mutlak. Guru perlu menjelaskan sejak awal bahwa informasi akan dijaga, kecuali jika diperlukan untuk melindungi peserta didik. Pelaporan dilakukan kepada pihak berwenang di sekolah dengan membatasi informasi pada hal yang relevan.
3. Keadilan versus Keseragaman
Dilema muncul ketika guru takut dianggap pilih kasih saat memberikan penyesuaian. Padahal, memperlakukan semua peserta didik secara sama dapat menghasilkan ketidakadilan jika kondisi awal berbeda. Penyesuaian harus didasarkan pada kebutuhan yang dapat dijelaskan, tidak mengubah tujuan inti secara sewenang-wenang, dan tidak menurunkan martabat penerima. Dalam PJKR, peserta didik dengan kondisi kesehatan, disabilitas, atau pemulihan cedera dapat memerlukan bentuk aktivitas dan asesmen alternatif.
4. Kedekatan Relasional versus Batas Profesional
Relasi yang hangat mendukung belajar, tetapi guru perlu menjaga batas. Komunikasi pribadi larut malam, pemberian hadiah bernilai besar, pertemuan tanpa kepentingan pendidikan, komentar mengenai tubuh, atau kedekatan eksklusif dapat menimbulkan ketergantungan, favoritisme, dan risiko penyalahgunaan. Guru sebaiknya menggunakan kanal resmi, bahasa profesional, dokumentasi yang wajar, dan transparansi terhadap sekolah serta orang tua ketika diperlukan.
5. Pemanfaatan Teknologi versus Privasi dan Integritas
Teknologi dapat meningkatkan akses dan efisiensi, tetapi juga mengumpulkan data serta mengubah cara keputusan dibuat. Guru perlu menilai apakah aplikasi benar-benar diperlukan, data apa yang dikumpulkan, siapa yang dapat mengakses, dan apakah peserta didik memiliki alternatif. Ketika menggunakan AI untuk menyusun materi atau umpan balik, guru tetap bertanggung jawab atas kesalahan, bias, dan kesesuaian isi. Guru juga perlu merancang asesmen yang mendorong proses berpikir dan menjelaskan penggunaan AI yang diperbolehkan agar integritas akademik tidak hanya bergantung pada deteksi.
6. Kepentingan Pribadi versus Tanggung Jawab Profesional
Konflik kepentingan dapat muncul ketika guru menjual produk kepada peserta didik, mewajibkan les berbayar yang dikelolanya sendiri, menerima hadiah yang memengaruhi keputusan, atau menggunakan jabatan untuk promosi politik dan bisnis. Tidak semua aktivitas tambahan dilarang, tetapi guru harus memastikan tidak ada paksaan, ketidakadilan, pemanfaatan ketergantungan, atau pengaruh terhadap nilai dan perlakuan. Transparansi dan konsultasi dengan pimpinan diperlukan ketika terdapat potensi konflik.
Tabel 4. Dilema Etis, Risiko, dan Respons Profesional
	Dilema
	Risiko
	Respons etis

	Disiplin
	Penghinaan, kekerasan, ketakutan, dan pembalasan.
	Gunakan aturan jelas, konsekuensi proporsional, dialog, dan pemulihan.

	Kerahasiaan
	Penyebaran data atau kegagalan melindungi peserta didik.
	Batasi akses, jelaskan pengecualian, dan lapor melalui jalur resmi.

	Penilaian
	Bias, favoritisme, nilai tidak valid, dan hilangnya kepercayaan.
	Gunakan rubrik, bukti beragam, moderasi, transparansi, dan koreksi.

	Komunikasi digital
	Batas kabur, jejak digital, perundungan, dan kebocoran data.
	Pakai kanal resmi, waktu wajar, bahasa profesional, dan persetujuan.

	AI pendidikan
	Halusinasi, bias, pelanggaran privasi, ketergantungan, dan kecurangan.
	Verifikasi keluaran, lindungi data, nyatakan penggunaan, dan pertahankan kendali manusia.

	Konflik kepentingan
	Paksaan, perlakuan istimewa, dan penyalahgunaan jabatan.
	Hindari transaksi yang memengaruhi keputusan, ungkapkan konflik, dan konsultasikan.



F. Relevansi Etika Profesi bagi Guru PJKR
Pendidikan jasmani memiliki karakteristik yang membedakannya dari banyak mata pelajaran lain. Kegiatan berlangsung di ruang terbuka atau fasilitas olahraga, melibatkan gerak tubuh, risiko cedera, kontak fisik, kompetisi, penggunaan alat, dan penilaian performa. Mabagala (2013) menunjukkan bahwa guru pendidikan jasmani menghadapi konflik dan dilema moral karena intensitas interaksi serta konteks tugas di dalam dan di luar kelas. Oleh sebab itu, etika PJKR perlu diterapkan secara konkret, bukan hanya sebagai prinsip umum.
1. Keselamatan sebagai Kewajiban Etis
Guru PJKR wajib melakukan pemeriksaan area, alat, cuaca, kondisi peserta didik, serta prosedur pertolongan pertama. Aktivitas harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kondisi kesehatan. Tekanan untuk menyelesaikan materi tidak boleh mengalahkan keselamatan. Guru juga perlu menghentikan aktivitas ketika risiko meningkat dan mendokumentasikan kejadian cedera secara jujur. Kelalaian terhadap keselamatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi pelanggaran terhadap prinsip tidak merugikan peserta didik.
2. Penghormatan terhadap Tubuh dan Keragaman
Komentar tentang berat badan, bentuk tubuh, kemampuan motorik, atau penampilan dapat menimbulkan malu dan menjauhkan peserta didik dari aktivitas fisik. Guru perlu menggunakan bahasa yang berfokus pada usaha, kemajuan, kesehatan, strategi, dan keterampilan. Perbandingan publik yang merendahkan harus dihindari. Pakaian, ruang ganti, dokumentasi foto-video, dan bantuan gerak harus dikelola dengan menghormati privasi serta sensitivitas budaya dan gender.
3. Keadilan dalam Tes dan Penilaian Kinerja
Kamaruddin dan kolega (2026) menekankan bahwa tes dan pengukuran pendidikan jasmani harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, objektivitas, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Penilaian tidak seharusnya hanya didasarkan pada hasil atletik mentah karena kondisi fisik, pengalaman, akses latihan, dan kebutuhan kesehatan berbeda. Guru dapat menggabungkan pencapaian teknik, pemahaman, usaha, perkembangan, keselamatan, kerja sama, dan refleksi sesuai tujuan pembelajaran yang jelas.
4. Kompetisi, Seleksi, dan Favoritisme
Kompetisi dapat mendidik sportivitas, tetapi dapat pula mendorong eksklusi dan favoritisme jika guru hanya memusatkan perhatian pada peserta didik yang berbakat. Pemilihan tim, kesempatan bermain, dan akses fasilitas perlu dikelola secara transparan. Guru harus membedakan antara program pembelajaran yang bertujuan mengembangkan semua peserta didik dan program prestasi yang memang menggunakan seleksi. Dalam pembelajaran wajib, setiap peserta didik berhak memperoleh kesempatan bermakna untuk bergerak dan belajar.
5. Sentuhan Korektif dan Batas Profesional
Beberapa keterampilan gerak memerlukan demonstrasi atau koreksi posisi tubuh. Sentuhan hanya dilakukan jika relevan, minimal, dijelaskan, dan memungkinkan persetujuan. Guru sebaiknya menggunakan demonstrasi visual, instruksi verbal, atau alat bantu ketika cukup. Koreksi dilakukan di ruang yang terlihat, dengan menghormati kenyamanan peserta didik dan norma perlindungan anak. Guru perlu peka terhadap perbedaan pengalaman, budaya, gender, dan kondisi psikologis.
Tabel 5. Penerapan Etika Profesi dalam Pembelajaran PJKR
	Area
	Risiko etis
	Praktik yang disarankan

	Keselamatan
	Cedera, alat tidak layak, aktivitas tidak sesuai kondisi.
	Pemeriksaan risiko, adaptasi aktivitas, pertolongan pertama, dan dokumentasi.

	Keberagaman tubuh
	Body shaming, stereotip kemampuan, dan eksklusi.
	Bahasa positif, fokus pada perkembangan, aktivitas inklusif, dan privasi.

	Penilaian
	Bias atletisme, gender, kondisi fisik, dan pengalaman.
	Rubrik multidimensi, bukti beragam, asesmen alternatif, dan moderasi.

	Kompetisi
	Favoritisme, kesempatan tidak seimbang, dan agresivitas.
	Aturan transparan, rotasi peran, sportivitas, dan tujuan pendidikan.

	Sentuhan dan komunikasi
	Batas profesional, ketidaknyamanan, dan salah tafsir.
	Penjelasan, persetujuan, sentuhan minimal, kanal resmi, dan transparansi.



G. Strategi Penguatan Etika Profesi Guru
1. Integrasi Etika dalam Pendidikan dan Pengembangan Guru
Etika perlu diajarkan secara bertahap sejak pendidikan sarjana, pendidikan profesi guru, masa induksi, hingga pengembangan karier. Materi tidak cukup berupa definisi dan hafalan pasal. Pembelajaran harus menggunakan kasus nyata, simulasi, jurnal refleksi, analisis keputusan, dan praktik komunikasi. Decker dan kolega (2022) menunjukkan perlunya perhatian yang lebih kuat terhadap etika dalam penyiapan guru. Program yang baik membantu calon guru mengenali dilema, mengidentifikasi pihak terdampak, menimbang pilihan, dan menjelaskan dasar keputusan.
2. Kode Etik yang Operasional dan Mudah Diakses
Kode etik perlu diterjemahkan menjadi pedoman situasi, misalnya penggunaan media sosial, hadiah, les privat, dokumentasi peserta didik, komunikasi di luar jam sekolah, penanganan rahasia, penggunaan AI, dan konflik kepentingan. Pedoman harus cukup jelas untuk mencegah pelanggaran, tetapi tetap memberi ruang pertimbangan profesional. Sekolah dapat menyusun protokol yang selaras dengan kode etik organisasi profesi dan peraturan nasional.
3. Konsultasi Etik dan Supervisi Kolegial
Guru membutuhkan ruang aman untuk mendiskusikan dilema sebelum masalah berkembang. Pertemuan kasus, komunitas belajar, mentoring, dan konsultasi dengan kepala sekolah atau organisasi profesi dapat memperkaya sudut pandang. Diskusi harus menjaga kerahasiaan dan fokus pada penyelesaian, bukan gosip. Dalam kasus berisiko tinggi, keputusan perlu melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi perlindungan.
4. Kepemimpinan Sekolah yang Etis
Kepala sekolah membentuk budaya etis melalui keteladanan, konsistensi, transparansi, dan respons terhadap laporan. Kebijakan yang baik akan kehilangan makna jika pimpinan menoleransi pelanggaran oleh individu tertentu atau menghukum pelapor. Kepemimpinan etis menyeimbangkan perlindungan peserta didik, hak guru, pemeriksaan berbasis bukti, pemulihan, dan perbaikan sistem.
5. Mekanisme Akuntabilitas dan Perlindungan yang Adil
Penanganan pelanggaran memerlukan saluran laporan, pencatatan, pemeriksaan, kerahasiaan, hak menjawab, rekomendasi, tindak lanjut, dan evaluasi. Sanksi harus proporsional terhadap tingkat kesalahan dan risiko, sementara pelanggaran yang dapat diperbaiki perlu diikuti pembinaan. Namun, pendekatan pembinaan tidak boleh digunakan untuk mengecilkan kekerasan atau eksploitasi serius. Organisasi profesi dapat berperan dalam edukasi, konsultasi, pemeriksaan etik, dan perlindungan anggota yang bekerja sesuai standar.
6. Penguatan Literasi Digital dan AI
Pelatihan teknologi harus memasukkan aspek etika, bukan hanya keterampilan menggunakan aplikasi. Guru perlu belajar tentang privasi, keamanan siber, hak cipta, bias data, transparansi, verifikasi, akses setara, dan desain asesmen pada era AI. Tan, Cheng, dan Ling (2025) memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan penggunaan AI dan kesempatan pengembangan profesional. Karena itu, sekolah sebaiknya memiliki kebijakan penggunaan AI yang dapat dipahami guru, peserta didik, dan orang tua.
7. Refleksi Individu dan Pengambilan Keputusan Terstruktur
Ketika menghadapi dilema, guru dapat menggunakan langkah: mengenali masalah etis; mengumpulkan fakta; mengidentifikasi aturan, hak, dan pihak terdampak; menyusun alternatif; menilai manfaat, risiko, keadilan, dan kemungkinan bias; berkonsultasi; mengambil keputusan; mendokumentasikan; serta mengevaluasi hasil. Langkah tersebut tidak menjamin semua pihak puas, tetapi meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan mengurangi keputusan impulsif.





Tabel 6. Kerangka Pengambilan Keputusan Etis bagi Guru
	Tahap
	Pertanyaan reflektif

	1. Kenali
	Nilai, hak, kewajiban, atau risiko apa yang sedang bertentangan?

	2. Kumpulkan fakta
	Apa yang diketahui, belum diketahui, dan perlu diverifikasi?

	3. Periksa standar
	Apa ketentuan hukum, kode etik, kebijakan sekolah, dan tujuan pendidikan yang relevan?

	4. Nilai pihak terdampak
	Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung risiko, termasuk pihak yang kurang memiliki suara?

	5. Susun pilihan
	Alternatif apa yang tersedia dan apakah ada pilihan yang lebih aman serta adil?

	6. Konsultasi
	Siapa yang perlu dimintai pandangan tanpa melanggar kerahasiaan?

	7. Putuskan dan catat
	Apa dasar keputusan dan bagaimana keputusan dikomunikasikan?

	8. Evaluasi
	Apa dampaknya, apakah ada kerugian yang perlu dipulihkan, dan apa pembelajaran untuk masa depan?



H. Hasil Temuan Utama
Pertama, etika profesi merupakan inti kompetensi guru. Etika tidak berdiri terpisah dari kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, tetapi menentukan bagaimana seluruh kompetensi tersebut digunakan. Guru yang kompeten secara teknis tetap dapat merugikan peserta didik apabila tidak memiliki integritas, keadilan, kepedulian, dan akuntabilitas.
Kedua, etika profesi penting karena guru memegang kewenangan yang besar atas pengalaman belajar, penilaian, disiplin, akses informasi, dan perkembangan peserta didik. Standar etis menjaga agar kewenangan digunakan untuk kepentingan pendidikan, memperkuat kepercayaan, dan mencegah penyalahgunaan posisi.
Ketiga, prinsip utama etika guru meliputi integritas, keadilan, penghormatan terhadap martabat, kepedulian, keselamatan, kompetensi, kerahasiaan, batas profesional, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Prinsip tersebut saling berhubungan dan perlu diterapkan melalui penalaran, bukan kepatuhan mekanis.
Keempat, tantangan etis kontemporer semakin kompleks akibat komunikasi digital dan AI. Privasi data, bias algoritmik, transparansi, hak cipta, integritas akademik, akses yang tidak merata, serta batas komunikasi profesional membutuhkan pedoman baru dan pengembangan profesional berkelanjutan. Guru tetap bertanggung jawab atas keputusan meskipun menggunakan sistem otomatis.
Kelima, pendidikan jasmani memerlukan perhatian etis khusus pada keselamatan, keberagaman tubuh, sentuhan korektif, kompetisi, seleksi, serta keadilan tes dan pengukuran. Penilaian PJKR harus bersifat multidimensi dan tidak menyamakan kemampuan atletik bawaan dengan keseluruhan capaian belajar.
Keenam, penguatan etika tidak dapat dibebankan hanya kepada individu guru. Sekolah, organisasi profesi, program pendidikan guru, pemerintah, dan masyarakat harus membangun sistem yang mendukung melalui kode operasional, pelatihan kasus, konsultasi etik, kepemimpinan yang adil, saluran laporan, perlindungan, serta evaluasi yang konsisten.
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan
Etika profesi guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar penggunaan kewenangan, kompetensi, dan hubungan profesional secara bertanggung jawab. Etika membantu guru menjaga integritas, memberikan perlakuan dan penilaian yang adil, melindungi martabat serta keselamatan peserta didik, menjaga kerahasiaan, membangun batas profesional, dan menggunakan teknologi secara bijak. Pada era digital dan kecerdasan artifisial, tanggung jawab guru semakin luas karena mencakup privasi, keamanan data, bias, transparansi, integritas akademik, dan kendali manusia terhadap keputusan. Dalam pembelajaran PJKR, etika berperan khusus dalam keselamatan aktivitas, penghormatan terhadap keberagaman tubuh, keadilan asesmen, sportivitas, serta pengelolaan sentuhan dan komunikasi. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan guru, tetapi juga oleh cara guru mengambil keputusan dan memperlakukan peserta didik.
Saran
Program studi kependidikan, sekolah, organisasi profesi, dan pemerintah perlu memperkuat etika profesi melalui pembelajaran berbasis kasus, refleksi, mentoring, konsultasi etik, pedoman digital dan AI, serta mekanisme akuntabilitas yang adil. Calon dan guru PJKR perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai keselamatan, penilaian yang bebas bias, keberagaman tubuh, batas profesional, dan perlindungan peserta didik. Setiap satuan pendidikan sebaiknya meninjau kode etik secara berkala, menerjemahkannya menjadi prosedur operasional, dan membangun budaya yang mendorong keberanian melapor, keterbukaan terhadap evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.
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